Judul Produk Pelayanan	: Perizinan Perusahaan Jasa Titipan (PJT)
Nomor KEP			: KEP-255/BC/2024
Nomor Produk			: 006

A. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan meliputi:
	No.
	Komponen
	Uraian

	1
	Persyaratan
Pelayanan
	a.  izin  penyelenggaraan  pos  yang  diterbitkan
oleh      Kementerian      Komunikasi      dan
Informatika;
b.  bukti  persetujuan  untuk  dapat  melakukan
Akses Kepabeanan sebagai PPJK;
c.  bukti  penetapan  TPS  atas  nama  PJT  atau bukti kerja sama dengan pengusaha TPS dalam	hal   PJT   menggunakan   TPS   yang diusahakan untuk umum;
d. daftar sarana dan prasarana di TPS yang paling sedikit terdiri dari alat pemindai, alat ukur panjang, alat ukur berat, kamera Closed Circuit Television (CCTV), dan ruang tempat pemeriksaan pabean;
e. diagram alir yang memuat rencana sistem pergerakan barang di dalam TPS; dan
f.	denah (layout) TPS termasuk detail pembagian ruangan di dalam TPS. TPS harus memiliki tata	letak   dan   batas   yang   jelas   untuk melakukan	kegiatan        pembongkaran, penimbunan, dan pemeriksaan fisik.

	2
	Sistem,
Mekanisme Dan
Prosedur
	1.  Perusahaan     Jasa     Titipan     mengajukan
permohonan kepada Pejabat Bea dan Cukai dengan melampirkan dokumen yang dipersyaratkan.
2.  Pejabat Bea dan Cukai melakukan penelitian terhadap:
a. dokumen   izin   penyelenggaraan   pos dengan	melakukan  konfirmasi  kepada instansi terkait;
b. bukti     persetujuan     untuk     dapat melakukan Akses Kepabeanan sebagai PPJK	pada   data   internal   Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;
c.  bukti  penetapan  TPS  atau  bukti  kerja sama	kepada   pengusaha   TPS   yang diusahakan untuk umum;
d.  ketersediaan sarana dan prasarana; dan
e. aspek       pengawasan      kepabeanan, mengenai:	kemudahan     pelaksanaan pengawasan terhadap pergerakan barang; dan adanya pembagian ruangan di dalam TPS.
3. Kepala     Kantor     Pabean     memberikan persetujuan atau penolakan atas permohonan setelah	hasil   konfirmasi   kepada   instansi terkait diterima.






	
	
	a.  Dalam hal permohonan disetujui, Kepala
Kantor Pabean menerbitkan Keputusan Kepala Kantor Pabean mengenai pemberian persetujuan untuk melakukan kegiatan kepabeanan.
b. Dalam hal permohonan ditolak, Kepala Kantor	Pabean     menerbitkan     surat pemberitahuan penolakan dengan disertai alasan penolakan.
4. PJT yang telah mendapatkan persetujuan harus	menyampaikan  informasi  mengenai nama dan identitas PPMSE kepada Kepala Kantor Pabean, dalam hal PJT:
a.  memiliki   kontrak   kerja   sama   dengan
PPMSE; dan/atau
b. melakukan pengurusan pemberitahuan pabean impor Barang Kiriman PPMSE tersebut secara konsisten.
5. PJT yang telah mendapatkan persetujuan untuk melakukan kegiatan kepabeanan harus menyerahkan jaminan kepada Kepala Kantor Pabean. Jaminan dapat berbentuk:
a.  tunai;
b.  jaminan bank;
c.  jaminan dari perusahaan asuransi; atau d.  jaminan dari lembaga penjamin.
6.  Jumlah   jaminan   ditetapkan   oleh   Kepala Kantor Pabean berdasarkan pertimbangan perkiraan jumlah pembayaran bea masuk, cukai, dan/ atau pajak dalam rangka impor dalam jangka waktu 3 (tiga) hari.
7. PJT menyerahkan jaminan sesuai dengan jumlah yang ditetapkan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari sejak tanggal penetapan	jaminan   oleh   Kepala   Kantor. Dalam hal persetujuan untuk melakukan kegiatan	Kepabeanan  dicabut,  PJT  dapat mengajukan		permohonan     pengembalian jaminan.
8. Pengembalian  jaminan  dilakukan  dengan memperhitungkan jumlah bea masuk, cukai, sanksi administrasi berupa denda, dan/ atau pajak dalam rangka impor yang terutang. Penyerahan			jaminan          perusahaan dilaksanakan	sesuai    dengan    ketentuan peraturan	perundang-undangan   mengenai jaminan dalam rangka kepabeanan.

	3
	Jangka Waktu
Penyelesaian
	a.  Paling lama 5 (lima) hari kerja, terhitung sejak
hasil konfirmasi kepada instansi terkait diterima  sampai  diterbitkan  keputusan Kepala Kantor Pabean mengenai pemberian persetujuan untuk melakukan kegiatan kepabeanan atau surat penolakan.






	
	
	b.  Paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak
tanggal   penetapan   jaminan   oleh   Kepala
Kantor sampai PJT menyerahkan jaminan.

	4
	Biaya/tarif
	Tidak dipungut biaya

	5
	Produk Pelayanan
	Keputusan   Kepala   Kantor   Pabean   mengenai
pemberian persetujuan untuk melakukan kegiatan kepabeanan atau surat penolakan.

	6
	Penanganan
Pengaduan, Saran dan Masukan
	1.  Pengaduan,   Saran,   dan   Masukan   dapat
disampaikan  secara  on  line  melalui  Sistem Pengaduan      Masyarakat      (SIPUMA)      di http://www.beacukai.go.id/pengaduan.html atau                          ke                          email pengaduan.beacukai@customs.go.id
2.	Pengaduan, saran, dan masukan langsung via saluran telepon ke (021) 1500 225 (Bravo Bea Cukai) atau faksimile ke (021) 4890966 dan Surat	d.a.   Direktur   Kepatuhan   Internal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Jl. Ahmad Yani By Pass - Rawamangun, Jakarta Timur Jakarta – 13230
3.	Menyampaikan    pengaduan,    saran,    dan masukan langsung melalui Unit Kepatuhan Internal di Unit Kerja ybs atau melalui saluran pengaduan masing-masing unit kerja




